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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerga Instansi Pemernntah (LAKIP) mempakan
kewajiban sefiap instansi pamerintah sebagal unsur penyelenggaraan Negara uniuk
memperanggungjawabkan pelaksanaan (lugas pokok dan fungsinya alas
pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis
(RENSTRA) yang telah ditetapkan dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tehnik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraluran  Menten
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinera, Pelaporan Kinena
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinera Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kola Pangkalpinang Tabun 2025 inl merupakan
laporan penyelenggaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
FPangkalpinang Tahun 2025 dalam menjalankan tugas dan kewajiban sekaligus
menyajikan tingkal keberhasilan yang dicapal sesual dengan RENSTRA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 guna
bahan evaluasi untuk perbalkan dimasa mendatang dengan motivasi yang lebih
inovatif dan kreatil.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ini dibuat dengan harapan
dapat bermanfaat dalam meningkatkan citra dan kinerja dimasa depan.

Akhimya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua,
Amin.

Pangkalpinang, Januarn 2026
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= ICATATANSIPILKOTA PANGKALPINANG
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EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini memuat
laporan capaian kinerja dari sasaran yang hendak diwujudkan di tahun 2025.
Sasaran dimaksud adalah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun
2024 — 2026. Arah kebijakan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan
program pembangunan penyelenggaraan daerah 3 tahunan yang dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah yang merupakan penjabaran
sasaran pokok dan arah kebijakan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun
2025 ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai laporan akuntabilitas kinerja
yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh
stakeholder terkait. Kedua LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan sumber informasi bagi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan perbaikan dan
peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas
bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna
baik internal maupun eksternal.

Secara garis besar LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan
capaian kinerja pada tahun 2025, Indikator Kinerja Kunci, Rencana Aksi dan Pohon

Kinerja (Cascading).
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perencanaan strategis organisasi ;

4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada) ;

5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
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BAB |
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terutama menyangkut
kewenangan, dimana sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah
otonom dan salah satunya adalah kewenangan otonomi dalam penyelenggaraan
pendaftaran penduduk yang berdampak terhadap perubahan prosedur dalam
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
untuk Kabupaten/Kota, meliputi antara lain “Pelayanan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil“ sehingga diperlukan upaya mewujudkan tertib administrasi
kependudukan di Kota Pangkalpinang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan pelaksanaannya, pada
hakekatnya sudah tidak ada lagi diskriminasi dalam administrasi kependudukan.
Setiap Warga Negara Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan, registrasi
diharapkan akan menghasilkan dokumen yang memiliki kepastian hukum,
berkualitas dan akurat.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan
memahami  peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga perlu
dilaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan secara
terus menerus.

Tertib administrasi di bidang kependudukan dengan proses pelayanan
mengikuti kaidah-kaidah registrasi diharapkan akan menghasilkan dokumen yang
memiliki kepastian hukum, berkualitas dan akurat.

Disisi lain data yang telah diolah dari proses registrasi dapat bermanfaat bagi

pengguna hasil, antara lain :
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1. Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan yang berbasis
NIK Nasional.
2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam rangka menetapkan
kebijakan pemerintah dalam membangun masyarakat kota secara menyeluruh.
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertib merupakan langkah
awal dalam membangun kehidupan masyarakat. Sebagai pintu masuk dalam
program penataan penduduk maka administrasi kependudukan memiliki 3
substansi inti, yaitu pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan PIAK dan
Pemanfaatan Data. Begitu pentingnya informasi kependudukan dalam menyusun
strategi pembangunan maka layaknya semua pihak menyadari sejak awal bahwa
kegiatan-kegiatan ini melahirkan output yang sangat penting dan berguna bagi
semua sektor penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu,
penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan diupayakan seefisien
mungkin yang dapat mengakomodir semua lapisan masyarakat, sehingga
administrasi kependudukan dapat dijadikan sebagai sumber informasi strategis

dalam perencanaan pembangunan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012);

9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842)

11 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E
Nomor 04);
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12 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor
02);

13 Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);

14 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur
Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182);

15 Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 264).

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun Struktur
Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana Teknis
Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang bagian kesepuluh, paragraf 1 (satu)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B adalah unsur pelaksana teknis
daerah yang membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Secara garis besar Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagaimana yang tertuang pada

bagan | berikut ini :

4| LAKIP 2025



Tabel 1-C.1

Kota Pangkal Pinang

KEPALA DINAS
DARWIN, S.Pd Mat
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680709 199412 1 002

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

FENDRA ISKANDAR, S.KOM
Penata Tk. 1/ llld

SEKRETARIS
RAELAN HAFIZH, S.STP., M.Si
Pembina TK.l/ IVb
NIP. 19830131 200112 1 001

NIP. 19830803 201502 1 002

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
INTAN PERMATA, SE, MM

Penata Tk. 1/ llld
NIP. 19861024 201001 2 006

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
SOPIAH, S.IP

Pembina / IVa

NIP. 19680901 198910 2 001
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BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

YASRIZALDI, SH
Penata Tk 1/ Ilid
NIP. 19720823 200701 1 025

BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
SALMIWATI, S.Ag

Pembina / IVa

NIP.19721009 200003 2 002




D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana Teknis Perangkat

Daerah Kota Pangkalpinang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

bagian kesepuluh, paragraf 1 (satu) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah yang membantu Walikota

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mempunyai fungsi :

1. KEPALA DINAS

1)

2)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi,
pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunya
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung
visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali
kota:

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
Pemerintah Kota Pangkailpnang bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil:

d. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipl menurut skala prioritas dan

mendistnbusikannya kepada bawahan:
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3)

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

f. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan lingkungan Kota termasuk
dukungan dana, sarana den prasarana, dan

h. Pelaksanaan tugas lam yang diberikan Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi:

Sekretaris,
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data:

a

b

c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil:
d

e Kelompok Jabatan Fungsional: dan
f.

Unit pelaksana Teknis Dinas.

2. SEKRETARIS

1)

2)

7|LAKIP 2025

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a,

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan

pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a.

pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

penyusunan rencana program dan anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,
kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan

masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit;



3)

1)

2)

3)

8|LAKIP 2025

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan,
akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
dan pengelolaan sarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil:
dan

e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang
diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub

Bagian meliputi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan

b.  Sub Bagian PEP dan Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 94 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,

kerumahtangggan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta
pelayanan informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan,
penyelenggaraan  kerumahtanggaan, dan pengelolaan
perlengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi
perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
(mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti disiplin, pengembangan,

dan kesejahteraan pegawai):



1)

2)

3)
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d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang
milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan
informasi kepada pubik, pelaksanaan verifikasi bahan
informasi publik, pengujan konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi,
penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala,
dan

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan

Kepegawaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Puasal 94 ayat (3) huruf b, dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan

evaluasi dan pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi

keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan

Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan
(Rencana strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja,
Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kera
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kesekretariatan)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:



b. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan
kecepatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

c. Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban) Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil:

d. Pelaksanaan analisis keuangan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

e. Perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi
anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

f. Pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil: dan

g. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan

daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai
tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai
fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk,

perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk,
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b. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pendaftaran penduduk:
Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk,

d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk,

e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran
penduduk,

f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran
penduduk, dan

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
Pelayanan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada
Kepaia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil,

b.  Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil:

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pelayanan pencatatan sipil:

d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan
sipil,

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan

f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
1) Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 93 ayat (3) huruf d,dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
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PIAK dan Pemanfaatan Data yang bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2) Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas tata
kelola persandian, operasional persandian, melaksanakan
pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan PIAK dan
Pemanfaatan Data.

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi  kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan:

d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pengelolaan “informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data  dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta
inovasi pelayanan admunistrasi kependudukan:

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi admnistrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan admnistrasi
kependudukan; dan

f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Pelaksana
Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 182) Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan  Sipil Kota Pangkalpinang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi
Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota
Pangkailpnang bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Penetapan rencana kerja dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipl menurut skala prioritas dan mendistnbusikannya kepada
bawahan;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

f. Pelaksanaan perencanaan bidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan lingkungan Kota termasuk dukungan dana,
sarana den prasarana, dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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E. SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun gambaran Sumberdaya manusia pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1- E.1
Sumberdaya Manusia Pegawai DISDUKCAPIL berdasarkan Pendidikan
PPPK
; PNS PPPK PARUH Jumlah
Tingk
NG mg _at WAKTU PJLP
Pendidikan
L P L P L P L P
1 |sD - - - - - - -
5 SMP - i _
Sederajat
SMA 5 6 3 16
3 Sederajat 1 1
4 D3 3 2 3 3 11
5 S1 9 11 1 2 16 1 3 43
6 S2 1 1 - 2
7 S3 -

Dari jumlah pegawai sebanyak 72 orang ini kemudian di tentukan kompisisi

pegawai berdasarkan tingkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi
golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabell-E.2
Sumberdaya manusia Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
PPPK
PARUH Jumlah
No | Golongan PNS PPPK WAKTU PJLP
L P L P L P L P
1 Golongan |l 2 3 - - - - - - 5
2 Golongan Il 9 11 - - - - - - 20
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3 Golongan IV 2 2 - - - - - - 4
4 Golongan IX - - - 1 - - - - 1
S - - - - |10 | 25 | 4 | 3 42

F. SARANA DAN PRASARANA.

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang dalam hal
ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi,
misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang
utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi.
Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang juga
telah memiliki server SIAK dan Server e-KTP serta peralatan penunjang e-KTP
(aset pusat). Selain dari pada itu pengadaan blangko, formulir dan ATK
penunjang pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup

memadai.

1. Bangunan Kantor
Bangunan kantor terletak di jalan Rasakunda Bukit Intan

Pangkalpinang.

2. Inventaris/ Peralatan Kantor
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair,
peralatan computer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari

pengadaan APBD dan APBN Kota Pangkalpinang.

3. Kendaraan Dinas
Kendaraan dinas yang dimiliki per 31 Desember 2025 sebanyak 3 unit
Suzuki APV, 1 unit Grand Livina SV, 1 unit Honda Mobilio dan 5 unit

kendaraan roda 2.

4. Fasilitas/ Perlengkapan Lainnya
Fasilitas dan perlengkapannya lainnya yang dimiliki terdiri dari sarana
dan prasarana yang diperoleh dari APBD Kota Pangkalpinang maupun
dari APBN.

IS5|LAKIP 2025




G. SUMBER PENDANAAN.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Kota Pangkalpinang mendapat alokasi dana sebesar Rp 7.018.003.983,60,- yang
bersumber dari APBD meliputi Belanja Operasi Rp 6.620.309.800,60,- dan
Belanja Modal Rp 397.694.183,- yang diperuntukan bagi pelaksanaan 4 (empat)

Program sebagai berikut :

Tabel 1-G.1
Pagu dan Realisasi anggaran berdasarkan Program Kegiatan

REALISASI
BELANJA | BELANJA LANGSUNG TOTAL
NO PROGRAM ANGGARAN TIDAK
LANGSUN APBD DAK
G
A | Belanja tidak - - -
langsung
B | Belanja langsung 7.018.003.983,6 6.119.319.01 6.119.319.01
4 4
1. | Program Penunjang | 6.143.331.785,60 5.252.091.38 5.252.091.38
Urusan Pemerintah 0 0
Daerah
Kabupaten/Kota
2. | Program 452.204.999 447.880.137 447.880.137
Pendaftaran
Penduduk
3 | Program 33.210.000 33.075.098 33.075.098
Pencatatan Sipil
4. | Program 389.257.199 386.272.399 386.272.399
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan
6.119.319.01 6.119.319.01
7.018.003.983,6 0 0
JUMLAH 4 4
87,19 87,19
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H.

ISU-ISU STRATEGIS DINAS DUKCAPIL KOTA PANGKALPINANG.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance) yang terstruktur, terarah dan terencana yang merupakan prasyarat
bagi terwujudnya keberhasilan pembangunan bangsa yang berkesinambungan.
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mempedomani
Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang
menggambarkan pencapaian hasil kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang Tahun 2025 bertujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Kepala OPD menyusun
laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan
menyampaikannya kepada Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan
menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam
Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adanya pengukuran kinerja adalah untuk menjawab permasalahan-
permasalahan (isu-isu strategis) yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang selama Tahun 2025.

Isu permasalahan strategis berkenaan dengan dokumen kependudukan
sebagaimana disebutkan diatas, dikaitkan dengan perkembangan jumlah
penduduk, serta pergerakan penduduk sesuai perkembangan dan pertumbuhan
perekonomian tingkat lokal, secara rinci adalah antara lain:

1. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pangkalpinang, yaitu Masih
banyaknya penduduk ber KTP el belum melakukan aktivasi Identitas
Kependudukan Digital (IKD).

2. Rendahnya cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu
yang perceraiannya tercatat, Karena Tingginya perceraian yang belum
dicatatkan di Pencatatan Sipil.

3. Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan akta kematian
yang sudah meninggal dunia belum diuruskan akta kematiannya jika

belum dibutuhkan.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:
1. Kerusakan peralatan dan jaringan.
2. Kesalahan prosedur seperti duplicate record pada perekaman KTP.
3. Penyampaian informasi dan pengelolaan data belum memadai.
4. Mutu pelayanan kurang terpenuhi.
Selain permasalahan - permasalahan diatas dibawah ini kami juga
sampaikan beberapa hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas yaitu :
1. Keterbatasan dana pemeliharaan dan fasilitas pendukung peralatan tidak
sesuai standar.
Kecakapan staf pelaksana yang kurang.

Sarana masih belum memadai.
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I. SISTEMATIKA PELAPORAN.
Dengan mempedomani PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, maka
sistematika penyajian LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB | PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

DASAR HUKUM
STRUKTUR ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI
SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA PRASARANA
SUMBER PENDANAAN

ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN

r o mmooOo w2

BAB Il PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL  TAHUN 2024-2026
B. RINGKASAN/IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
C. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI KINERJA

BAB IV PENUTUP
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan Tujuan dan
Sasaran Daerah yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan
sasaran strategis dalam jangkauan waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan
asumsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap konsisten dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran merupakan
hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja
pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja

pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

2.1  Tujuan

Tujuan Perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi
dari pernyataan tujuan dan sasaran daerah, dan tujuan Perangkat daerah
adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tujuan jangka mengengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang 2024-2026 adalah : “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat
Terhadap Layanan Dukcapil.”

2.2 Sasaran

Sasaran perangkat daerah adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam
waktu tahunan.
Sasaran jangka mengengah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang 2024-2026 adalah : “Meningkatkan Cakupan Kepemilikan
Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rata-Rata Lama

Kepengurusan Dokumen.”
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Tabel 2-A.1
Target Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2025

Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Dukcapil

1. | Meningkatkan Cakupan Cakupan kepemilikan % 78,85
Kepemilikan Dokumen dokumen kependudukan
Kependudukan dan Catatan dan catatan sipil
Sipil

2 | Meningkatkan rata-rata lama  |Lama pengurusan Hari 3

pengurusan dokumen dokumen kependudukan
kependudukan

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang
komprehensif untuk menjelaskan bagaimana OPD mencapai tujuan dan
sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang
komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk
melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan,
tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya
upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan
pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi
dan Kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota dalam rangka pencapaian sasaran tersaji pada tabel 2-A.2 sebagai
berikut:
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Tabel 2-A.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang

Tujuan Indikator Sasaran Strateqi Kebijakan
Tujuan
Meningkatka | Indeks 1. Meningkatkan | 1. Meningkatkan koordinasi yang lebih | 1. Pelaksanaan program kegiatan
n Kepuasan | Kepuasa cakupan harmonis dengan pemerintah dan sesuai dengan tahapan kegiatan
Masyarakat | n kepemilikan stakeholder mulai tahap perencanaan, mulai dari perencanaan,
terhadap Masyarak dokumen pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. pelaksanaan, evaluasi dan
Layanan at kependuduka pelaporan.
Dukcapil Layanan n dan catatan
Dukcapil sipil;
2. Rata-rata
lama
pengurusan
dokumen
kependuduka
n
1. Meningkatkan sumberdaya manusia| 1. Meningkatkan Bimbingan teknis
yang profesional dibidang administrasi bagi SDM tentang
kependudukan dan pencatatan sipil. penyelenggaraan administrasi
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
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kependudukan dan pencatatan sipil
sesuai dengan Standar Operasional
Prosedure (SOP).

sipil.

. Pembuatan kebijakan/regulasi

tentang penyelenggaraan
administrasi kependudukan serta
kegiatan sosialisasi di 7 Kecamatan

dan 42 Kelurahan

. Meningkatkan animo masyarakat untuk

memiliki akta-akta pencatatan sipil.

. Meningkatkan kemitraan dengan instansi

terkait dalam upaya meningkatkan stalsel
aktif

. Mendorong pelayanan  keliling

pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil berupa kegiatan
pelayanan  jemput bola ke
kelurahan, pelayanan diluar hari
kerja, pelayanan home service bagi
penyandang disabilitas dan lanjut

usia.

. Pelayanan One Day Service di

Kantor DISDUKCAPIL untuk
pelayanan Kartu Keluarga, Pindah
Datang dan Pindah Keluar dengan

integrasi pelayanan

. Meningkatkan  koordinasi  untuk

tertibnya administrasi
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kependudukan.

. Melakukan sosialisasi kebijakan

kependudukan.

1. Meningkatkan informasi kependudukan

dan pencatatan sipil berbais IT dengan

. Lebih meningkatkan koordinasi dan

sinergitas antar stakeholder dalam

melalui website dengan alamat
DISDUKCAPIL.PANGKALPINANG.go,id.

. Meningkatkan ketersediaan data dan

informasi untuk keperluan
pembangunan.Melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait baik di lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun

instansi vertikal.

menerapkan inovasi aplikasi sistem. rangka pemanfaatan data
kependudukan.
. Pelayanan informasi dan pengaduan Meningkatkan pelayanan

administrasi  kependudukan dan
pencatatan sipil melalui inovasi
aplikasi sistem pelayanan.

Pemutakhiran  database
kendudukan.

Komitmen bersama  antara
pemerintah pusat, provinsi dan
pemerintah daerah dalam
pembangunan penataan

administrasi kependudukan.
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B. Indikator Kinerja Utama
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang tahun
anggaran 2025, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terutama dalam
pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun
2024, yakni mencakup :

1. Melakukan penyusunan Revisi Renstra OPD yang lebih
menggambarkan hasil (outcome oriented) sehingga akan lebih
mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu,
dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT) agar digunakan
dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan
memperbaiki kinerja;

2. Menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen
untuk mencapai kinerja yang direncanakan;

3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebagai ukuran keberhasilan
instansi agar lebih spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan
informasi yang jelas akan keberhasilan dalam mencapai sasaran;

4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LAKIP mengenai
capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam
dokumen penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai
pembandingan capaian kinerja;

5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan
manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat

terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas
tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis)
dan program pendukung (umum). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program Umum.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek

25| LAKIP 2025



organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya.
Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Program Pendaftaran Penduduk;

Program Pencatatan Sipil;

w0 Dnp P

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kpendudukan.
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Tabel.2-B.1
Indikator Kinerja Urusan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Uraian Urusan Sar:ua 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Peningkatan cakupan Urusan Pemerintahan Bidang % 61 65 68 66,2 67,8
kepemilikan buku nikah/akta ' Adminstrasi Kependudukan dan 0
perkawinan pada semua Pencatatan Sipil
pasangan
Peningkatan cakupan Urusan Pemerintahan Bidang % 65 72 75 66 69,5
kepemilikan akta Adminstrasi Kependudukan dan
perceraiaan dari semua Pencatatan Sipil
individu yang

perceraiaannya tercatat
Persentase anak(usia 0 s.d | Urusan Pemerintahan Bidang % 87 92 95 96,5 98,5

18 tahun yang memiliki akta = Adminstrasi Kependudukan dan

kelahiran Pencatatan Sipil
Rasio penduduk ber KTP Urusan Pemerintahan Bidang N/A 970 | 1045 1045 1047 650 | 670 690
persatuan penduduk Adminstrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
Rasio bayi berakte kelahiran | Urusan Pemerintahan Bidang N/A 979 385 680 850 890 920 920 925 |930
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10

11

12

per 1000 penduduk
Kepemilikan akta kelahiran
Rasio perkawinan yang
tercatat di catatan sipil per
1000 penduduk

Cakupan kepemilikan akta

kematian

Cakupan kepemilikan kartu

keluarga

Cakupan penerbitan kartu

tanda penduduk

Penerapan KTP nasional
berbasis NIK

Perekaman KTP Elektronik
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Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang

%

N/A

%

%

%

%

%

68

447

65

95.9

97.0

100

72.7

448

70

100

98.1

100

76 80 84 88

650 710 750 | 765

20 25 28 31

100 100 |95 96
98.8 1 99.1 99.3 99,6
0 0
100 100 99,2 99,5
97 98

92

780

35 100

100

97 97

97,3

99,6

99,7

99 98,9 99,5



13

14

15

16

17

Persentase anak usia 0-17
tahun kurang 1 (satu) hari yg
memiliki KIA

Peningkatan cakupan akta
kelahiran yang diterbitkan

Proporsi anak umur di
bawah 5 tahun yang
kelahirannya dicatat oleh
lembaga pencatatan sipil,
menurut umur.
Persentase Jumlah OPD
yang telah memanfaatkan
data kependudukan
berdasarkan perjanjian kerja
sama

Persentase keserasian

database kependudukan
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Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Adminstrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependuduan dan

Pemanfaatan Data

Urusan Pemerintahan Bidang
Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependuduan dan

%

%

%

%

%

65

2,7

87

1,4

95

70

3,5

88

2,1

96

75

89

2,8

97

70

78,7
9

99,8

73

84,8
4



18 Persentase tersajinya data
kependudukan yang akurat
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Pemanfaatan Data

Urusan Pemerintahan Bidang %
Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependuduan dan
Pemanfaatan Data

50

50

50



C. PERJANJIAN KINERJA.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra,
RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut

merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pangkalpinang Tahun 2025 :

Tabel 2-C.1
Penetapan Kinerja Dinas DUKCAPIL Tahun 2025
No Sasaran Indikator Target
1 Meningkatkan cakupan Cakupan kepemilikan dokumen | 78,85%
kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil

kependudukan dan catatan

sipil

2 | Meningkatkan rata-rata Lama pengurusan dokumen 3 Hari

lama pengurusan dokumen | kependudukan

kependudukan

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang dialokasikan untuk pencapaian

sasaran strategis adalah sebagai berikut :
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Tabel 2-C.2
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No

Sasaran

Anggaran

Target Kinerja

Meningkatkan cakupan
kepemilikan dokumen
kependudukan dan catatan

sipil

Rp 7.018.003.983,60

78,85%

Meningkatkan rata-rata lama

pengurusan dokumen

kependudukan

Rp 7.018.003.983,60

3 hari

32|LAKIP 2025




Tabel 2-C.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

SASARAN INDIKATOR PROGRAM/ SUB KEGIATAN ANGGARAN
STRATEGIS KINERJA (Rupiah)
1) 2) (3 (4) (5)

1. Meningkatkan 1. Cakupan 3 hari | Program penunjang urusan pemerintahan daerah 6.143.331.785,
cakupan Kepemilikan kabupaten/ kota 60
kepemilikan Dokumen
dokumen kapendudukan 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.262.560.299,
kependudukan dan catatan Sipil 60
dan catatan sipil. |2. lama pengurusan 2. Penyediaan Komponen Instalasi 6.971.000

2. Meningkatkan dokumen listrik/penerangan bangunan kantor
rata-rata lama kependudukan 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 16.311.000
pengurusan Kantor
dokumen 4. Penyediaan bahan logistik kantor 134.036.322
kependudukan

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.184.700

6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 135.000.000
konsultasi SKPD

7. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 163.200.000
dan listrik
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8. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

113.750.000

9. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

1.110.048.464

10.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan
dinas atau kendaraan dinas jabatan

40.450.000

11.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan
dinas atau kendaraan dinas Operasional atau

Lapangan

137.820.000

Program Pendaftaran Penduduk

452.204.999

1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan

Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

418.499.999

2. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan

Administrasi Kependudukan

14.500.000

3. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain
Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku Terkait

Pendaftaran Penduduk sesuai Kebutuhan

10.605.000

4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting

Terkait Pendaftaran Penduduk

8.600.000
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Program Pencatatan Sipil

33.210.000

Administrasi Kependudukan

1. Pencatatan, Penataushaan dan Penerbitan 18.210.000
Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
2. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan 3.730.000
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
3. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa 2.000.000
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting
terkait Pencatatan Sipil
4. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 9.270.000
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 389.257.199
Kependudukan
1. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintahan dan 10.000.000
Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota
dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi 379.257.199

JUMLAH

7.018.003.983,
60
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025
yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan
mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan
dan sasaran.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan
olen Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang beserta target capaian realisasinya dirinci

seperti dijelaskan pada tabel 3-A.1 berikut:

Tabel 3-A.1

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025

_ _ Satua | Targ | Realisa | Capaia
No | Sasaran Strategis Indikator Sasaran _
n et Si n
1. | Meningkatkan Cakupan % 78,85 | 92,08 117
cakupan kepemilikan kepemilikan
dokumen dok
kependudukan dan okumen
catatan sipil kependudukan dan
catatan sipil
2. | Meningkatkan rata- |Lama pengurusan Hari 3 3 100
rata lama pengurusan |yokumen
dokumen
kependudukan kependudukan

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja
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akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian sasaran atas Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang. Dimana Perjanjian
kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan
merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan
dan seluruh anggota organisasi. selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang
merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan
realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalissi
untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. jika berhasil akan menjadi
dasar dalam penetapan terget berikutnya dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan
untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Untuk mengetahui sejauh mana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 akan disajikan dalam capaian Indikator Kinerja
dengan cara pembandingan-pembandingan antara lain :
1. Terget dan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
Berdasarkan perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 yaitu sebagai
berikut:

Tabel 3.A.2
Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025
: Realisasi 2024 Realisasi 2025
_ Indikator
No | Sasaran Strategis — -
Sasaran Realisasi Realisa
Target Target |
Si
1. | Meningkatkan Cakupan 78,82 | 93,79% | 78,85 | 92,08%
cakupan kepemilikan kepemilikan % %
dokumen
kependudukan dan dokumen
catatan sipil kependudukan
dan catatan sipil
2. | Meningkatkan rata- |Lama pengurusan | 3 Hari 3 Hari 3 Hari 3 Hari
rata lama pengurusan |qokumen
dokumen
kependudukan kependudukan
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2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir;

Tabel 3.A.3
Tabel Pebandingan Beberapa Tahun Terakhir

1. | Meningkatkan Cakupan - - 93,79 | 92,08
cakupan kepemilikan kepemilikan % %
dokumen
kependudukan dan dokumen
catatan sipil kependudukan

dan catatan sipil

2. | Meningkatkan rata- |Lama pengurusan | 7 Hari | 3 Hari | 3Hari | 3 Hari
rata lama pengurusan

dokumen
dokumen
kependudukan kependudukan

3. Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.A.4

Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

1. | Meningkatkan Cakupan kepemilikan 93,79% 92,08% 78,90%
cakupan kepemilikan |45kumen
dokumen
kependudukan dan kependudukan dan
catatan sipil catatan sipil
2. | Meningkatkan rata- |Lama pengurusan 3 Hari 3 Hari 3 Hari
rata lama pengurusan |qyokumen
dokumen
kependudukan kependudukan
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4. Analis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta

alternatif solusi yang telah dilakukan ;

1) Sasaran : Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil

A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1.

Perhatian penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil;

Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat
operasionalisasi pelaksanaan tugas;

Adanya dukungan dari pimpinan / walikota

Dokumen sebagai bukti diri dan dapat dipergunakan untuk proses
di instansi/unit kerja lain;

Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara
konsekwen;

Jumlah penduduk yang semakin bertambah merupakan potensi
utnuk meningkatkan perkembangan penduduk;

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;

Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan

1.
2.

Kurangnya pemeliharaan terhadap Sapras;

Rendahnya kesadaran penduduk dalam pengurusan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;

Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada

dokumen kependudukannya masih rendah.

C. Strategi atau solusi yang dilakukan utnuk mengatasi hal tersebut

1.
2.

Melakukan Inovasi dari Sumberdaya yang ada;
Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangan mendukung dalam
peningkatan cakupan kepemilikan daokumen kependudukan dan

pencatatan sipil;
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3. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil;

D. Upaya yang dilakukan untuk ke depan

1. Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan
pencatatan sipil;

2.  Menyusun MOU atau PKS dengan Instansi, Lembaga Masyarakat,
Organisasi Profesi dan lain lain terkait dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil;

3. Melakukan sosialisasi ke lembaga masyarakat terkait dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil.

2) Sasaran : Meningkatkan rata-rata lama pengurusan dokumen
kependudukan
A. Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Perhatian penuh dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;

2. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat
operasionalisasi pelaksanaan tugas;

3. Adanya dukungan dari pimpinan / walikota;

Diterapkannya sendi-sendi pelayanan dilingkungan dinas secara
konsekwen;

5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil;

6. Kewenangan sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan.

B. Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Keterbatasan dana pemeliharaan dan fasilitas pendukung peralatan
tidak sesuai standar;

Kurangnya inovasi dari sumber daya manusia yang ada;

3. Lemahnya disiplin aparatur;
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4.

Rendahnya pemahaman informasi penduduk dalam pengurusan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

C. Strategi atau solusi yang dilakukan utnuk mengatasi hal tersebut

1.
2.

Melakukan Inovasi dari Sumberdaya yang ada;

Kebijakan pimpinan yang dikeluarkan sangan mendukung dalam
peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;

D. Upaya yang dilakukan untuk ke depan

1.

Anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan
peningkatan rata-rata lama pengurusan dokumen kependudukan;
Melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai persyaratan, SOP

maupun informasi yang diperlukan.

Program dan kegiatan yang dilakukan bermuara kepada peningkatan pelayanan

publik pada Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Secara rinci perkembangan

pelayanan publik yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pendaftaran penduduk

Berkenaan dengan pendaftaran penduduk, ada beberapa jenis pelayanan

publik yaitu:

a. Kartu Keluarga

Perkembangan penerbitan Kartu Keluarga dalam 4 tahun terakhir adalah

sebagai berikut :

Tabel 3-A.5
Pelayanan Kartu Keluarga 2022 - 2025
No. Tahun Penerbitan KK Keterangan
1 2022 15.706
2 2023 17.215
3 2024 15.373
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4 2025 18.454

Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkalpinang pada tahun 2025 sebanyak 18.454 lembar, hal ini
kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.
Penyebab utama penambahan jumlah anggota keluarga yang
mengakibatkan penerbitan kartu keluarga seperti kelahiran anak, pernikahan,
anggota keluarga baru pindah masuk dan perubahan status kependudukan

lainnya.

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Dengan berjalannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat
pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
menentukan arah pembangunannya. Dalam rangka melaksanakan
pembangunan yang berwawasan kependudukan vyang berkelanjutan,
Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP elektronik
(KTP-el) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional mulai sejak
tahun 2011 guna mewujudkan data kependudukan yang akurat untuk
memenuhi  berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan
pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan
hukum dan pencegahan kriminal, serta memberikan pelayanan dokumen
kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.

Penerapan KTP-el berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali dari Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional.

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang, berupaya mensukseskan Program Nasional KTP Elektronik,
namun terkendala dengan ketersediaan blanko dari Pemerintah Pusat

(KEMENDAGRI) dan jaringan untuk konsolidasi data ke Kementerian Dalam
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Negeri pada saat perekaman KTP-el. Perkembangan penerbitan KTP

maupun KTP-el adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.6
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2022-2025

Jumlah Penerbitan
No.| Tahun Jumlah Penduduk ) Keterangan
Wajib KTP KTP
L 2022 231.062 163.217 25.963
Lembar
2 2023 232.915 162.904 29.300
Lembar
3 2024 239.730 169.156 26.661
Lembar
4 2025 244.741 174.701 29.000
Lembar

c. Penerbitan Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen (TBPPNP)
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2015
tentang pendataan penduduk non permanen SKTS tidak berlaku lagi dan
diganti dengan Tanda bukti pendaftaran Non permanen. Pada tahun 2025
penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah kota Pangkalpinang
dimana tempat tinggalnya berbeda dengan Alamat pada KTP-el yang
dimilikinya dan tidak berniat untuk pindah menetap sebanyak 1.009 lembar.

Tabel. 3-A.7
Pelayanan SKTS tahun 2022-2025:

No. Tahun Jumlah SKTS yang diberikan Keterangan
1. 2022 2.000 lembar
2. 2023 1.427 lembar
3. 2024 1.463 lembar
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4 2025 1.009 lembar

d. Pendaftaran pindah datang penduduk

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 kegiatan pindah datang
penduduk telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu
bagi penduduk yang pindah datang antar Kabupaten/Kota dalam satu
propinsi atau pindah datang antar propinsi atau pindah datangnya
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
setempat, dan bagi yang tidak membawa Surat Pindah Datang dari Dinas
Dukcapil daerah asalnya tidak dilayani pembuatan dokumen
kependudukannya seperti KK dan KTP, sedangkan untuk pindah datang
dalam satu Kelurahan dan antar Kelurahan dalam satu Kecamatan atau
antar Kecamatan dalam kota dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan
yaitu lurah dan camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,

Hal ini masih banyak menemukan kendala, karena disamping belum
disampaikan laporan secara countinue/rutin bagi yang pindah datang dalam
satu kelurahan atau antar kelurahan dalam satu kecamatan maupun antar
kecamatan dalam kota. Adapun data penduduk yang pindah ke luar Kota
Pangkalpinang sebanyak 5.427 jiwa dan penduduk yang datang ke
Pangkalpinang sebanyak 6.336 jiwa.

Terkait pencatatan pindah datang penduduk, dokumen yang
dikeluarkan antara lain :

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI).

SKPWNI adalah surat keterangan pindah warga negara Indonesia yang

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi daerah asal

antar Kabupaten/Kota dan atau provinsi.
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Tabel 3-A.8

Penerbitan SKPWNI Tahun 2021-2024:

No. Tahun Penerbitan SKPWNI Keterangan
1 2022 4.224 lembar
2 2023 4.999 lembar
3 2024 4.487 lembar
4 2025 5.427 lembar
2. Surat Keterangan Penduduk Pendatang (SKDWNI)

SKDWNI
permohonan penduduk yang datang dalam suatu wilayah.

adalah surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan

Tabel 3-A.9

Penerbitan SKDWNI Tahun 2021-2024:

No. | Tahun Jumlah SKDWNI yang diberikan Keterangan
1 2022 5.523 lembar
2 2023 6.486 lembar
3 2024 5.633 lembar
4 2025 6.336 lembar

e. Pendaftaran pindah datang antar Negara

Sampai dengan Triwulan IV (Keempat) Tahun Anggaran 2025

kegiatan pendaftaran pindah datang antar negara ada sebanyak O orang
(WNA) tidak ditemukan di Kota Pangkalpinang.
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f. Kartu Identitas Anak.
Penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa Kartu ldentitas Anak merupakan
identitas resmi sebagai bukti resmi diri anak yang berusia 17 tahun dan
belum menikah, dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan
dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak konstutisional warga negara.

Tabel 3-A.10
Pelayanan KIA Tahun 2021 - 2024:

No. Tahun |Jumlah KIA yang diberikan Keterangan
1 2022 7.486 lembar
2 2023 7.684 lembar
3 2024 8.047 lembar
4 2025 10.054 lembar

2. Pencatatan Sipil
Berkenaan dengan pelayanan publik pada sektor pencatatan sipil, dapat
digambarkan sebagai berikut:
a. Penerbitan Akta Kelahiran:

Tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat yang
merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah, maka berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Bahwa pada hakekatnya
Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang
dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yan
berada di dalam dan/ atau diluar wilayan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam bentuk akta kelahiran. Pemerintah menghadirkan Negara
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yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Tabel 3-A.11

Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2022-2025

Jumlah Anak Akta yang
No.| Tahun _ o Keterangan
Lahir diterbitkan
2.693 Akta Kelahiran Umum
1 2022 4.887
2.194 Akta Kelahiran Dispensasi
2.861 Akta Kelahiran Umum
2 2023 4.855
1.994 Akta Kelahiran Dispensasi
2.482 Akta Kelahiran Umum
3 2024 4.400
1.918 Akta Kelahiran Dispensasi
Gabungan Akta Kelahiran
4 2025 5.191 5.191 Umum dan Akta Kelahiran
Dispensasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tahun

2025 menerbitkan akta kelahiran sebanyak 5.191 Akta yang terdiri dari Akta

Kelahiran Umum dan Dispensasi. Sedangkan jika dibandingkan penerbitan

jumlah akta kelahiran dengan jumlah anak lahir 0 -18 tahun adalah sebesar

99,02 % (data terlampir). Sudah tercapainya target kinerja terkait kepemilikan

akta kelahiran 0-18 tahun ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan

pemutakhiran akta kelahiran sudah maksimal dan sudah dimanfatkannya
aplikasi BAKAK pada SIAK.
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b. Penerbitan Akta Kematian :
Bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, setiap orang meninggal
dunia wajib dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang, karena hal ini adalah bagian dari peristiwa penting.
Perkembangan pencatatan/penerbitan akta kematian dalam 4 tahun

terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3-A.12
Penerbitan Akta Kematian Tahun 2022-2025
No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1 2022 1.502
2 2023 1.836
3 2024 1.786
4 2025 2.228

Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 adalah sebanyak 2.228 mengalami

peningkatan sebanyak 442 orang.

c. Penerbitan Akta Perkawinan :
Akta Perkawinan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil adalah akte perkawinan diluar agama Islam atau Non Muslim,
sebagaiamana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013.
Perkembangan pencatatan Akte Perkawinan dalam 4 tahun terakhir adalah

sebagai berikut :

Tabel 3-A.13
Penerbitan Akta Perkawinan Tahun 2022-2025
No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1 2022 210
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2 2023 324

3 2024 188

4 2025 207

d. Penerbitan Akte Penceraian :
Akta Perceraian adalah Akta Perceraian Perkawinan yang diberikan kepada
pasangan suami istri non muslim yang bercerai setelah ada Penetapan
Pengadilan.
Perkembangan penerbitan Akte Perceraian dalam 4 tahun terakhir adalah
sebagai berikut :

Tabel 3-A.14
Penerbitan Akta Perceraian Tahun 2022-2025
No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1. 2022 31
2. 2023 23
3. 2024 45
4. 2025 31

Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebanyak 31 Akta Perceraian hal ini
kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan,

walaupun hal ini secara sosial tidak diharamkan.

e. Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak :
Catatan Pinggir Akta Pengesahan anak adalah akta yang diterbitkan untuk
mendapatkan pengesahan Anak dalam suatu keluarga.
Perkembangan penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak dalam 4

tahun terakhir adalah sebagai berikut ;
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Tabel 3-A.15
Penerbitan Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak Tahun 2022-

2025
No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1 2022 72
2 2023 137
3 2024 86
4 2025 81

Catatan Pinggir Akta Pengesahan Anak yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025
adalah sebanyak 81 Akta. Dalam hal pelayanan penerbitan Akta
Pengesahan Anak yang menurun dari tahun sebelumnya hal ini juga sudah
menggambarkan kesadaran orang tua terhadap pelaksanaan perkawinan

yang sah secara hukum agama dan secara hukum negara.

f. Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak.
Catatan Pinggir Pengangkatan anak adalah catatan yang diterbitkan untuk
mendapatkan hak asuh anak dalam suatu keluarga berdasarkan putusan
pengadilan negeri atau pengadilan agama.
Perkembangan penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak dalam 4

tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3-A.16
Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak
Tahun 2022-2025

No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1 2022 2
2 2023 0
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2024

2025

g. Penerbitan Catatan Pinggir Ganti Nama :

Catatan pinggir Ganti Nama adalah catatan yang diterbitkan untuk

mendapatkan perubahan nama seseorang berdasarkan putusan pengadilan

negeri.

Perkembangan penerbitan catatan pinggir

Ganti Nama adalah sebagai

berikut :
Tabel 3-A.17
Penerbitan Catatan pinggir Ganti Nama Tahun 2022-2025
No. Tahun Akta yang diterbitkan Keterangan
1 2022 32
2 2023 29
3 2024 23
4 2025 31

h. Penerbitan Kutipan Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian

Kutipan Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian adalah akta yang

diterbitkan dikarenakan hilang/rusak.Perkembangan penerbitan Kutipan

Kedua Akta Kelahiran/Perkawinan/Kematian adalah sebagai berikut :

Tabel 3-A.18
Penerbitan Kutipan Kedua Akta Tahun 2022-2025
. Kutipan Kedua . Kutipan
Kutipan Kedua . Kutipan Kedua
No.| Tahun . Akta Perkawinan . Kedua Akta
Akta Kelahiran Akta Kematian _
perceraian
1 2022 9 7 1
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2 2023 705 10 37 1
3 2024 339 13 30 2
4 2025 727 8 25 3

3. Pelayanan Lain yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.
Berkenaan dengan pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatn Sipil adalah sebagai berikut :
a. Legalisir Akta, KK, KTP.

Legalisir Akta, KK dan KTP adalah bentuk pelayanan yang diberikan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan koordinator bidang
sekretariat.

Legalisir merupakan pelayanan bukti legalisasi dokumen bisa

dinyatakan sah dengan menunjukan Asli Dokumen yang akan di legalisir.
Berikut merupakan gambaran pelayanan legalisir dokumen pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang :

Tabel 3-A.19
Pelayanan Legalisir Tahun 2022-2025

Legalisir
No.| Tahun
Kelahiran PerkawinanPerceraian| Kematian KK KTP
1| 2022 829 7 39 432 473
2 | 2023 1.125 28 17 188 141
3| 2024 | 1.132 1 1 89 59
4 | 2025 1.203 2 58 209 254
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b. Pelayanan Kotak Surat Informasi dan Pengaduan.

Guna meningkatkan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang menyediakan Kotak Surat Inforasi
dan Pengaduan. Namun pelayanan yang dimulai tahun 2015 ini belum ada
masuk informasi dan pengaduan terkait pelayanan publik yang dilakukan
oleh DUKCAPIL (data terlampir). Tetapi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik sendiri Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
melaksanakan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan data
sebagai berikut :

Tabel 3-A.20
Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2025
No. Tahun Nilai IKM/SKM Keterangan
1 2022 79,09 (baik)
2 2023 76,68 (baik)
3 2024 83,46 (baik)
4 2025 87,04 (baik)

~ Formula yang digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan masyarakat

adalah sebagai berikut :

NRR tertimbang = NRR perunsur X Nilai penimbang

Jumlah persepsi responden
NRR perunsur =

Jumlah pertanyaan yang terisi

Nilai bobot 1
L Dan
ilai penimbang = = :
Nilai p bang 0,11
atau
Jumlah pertanyaan
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Untur pelayanan terdapat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019
tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan
Pelayanan Publik yang memuat 9 unsur pelayanan yakni :

Persyaratan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur;

Waktu penyelesaian;

Biayal/tarif*) diganti biaya/tariftidak resmi;

Produk, spesifikasi jenis pelayanan;

Kompetensi pelaksana;

Perilaku pelaksana;

Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

© 0 N o A~ wDdh P

Sarana dan prasarana.

Penetapan kuesioner yang dibagikan sebanyak 400 responden dapat dilihat

dari tabel morgan. dengan margin pembanding 20 Kuesioner perhari x 21 hari

waktu survey (3 bulan) Tindak Lanjut hasil indeks kepuasan masyarakat pada
semester 2 sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang akan
melakukan perbaikan lamanya waktu pelayanan dengan merotasi petugas
pelayanan front office dan memberlakukan SOP yang telah ditetapkan
serta melakukan kinerja petugas pelayanan dengan sebelumnya
memberikan Bimtek pelayanan pada mereka.

2. Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil akan mengadakan sosialisasi
mengenai standar pelayanan mengenai setiap produk layanan
agarmasyarakat lebih mengetahui apa saja syarat dan proses serta hasil
dari produk layanan sampai pada waktu penyelesaian yang dibutuhkan.

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan melibatkan
masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan agar masyarakat dapat
memberikan masukan dalam prosedur pelayanan maupun proses layanan
serta hasil produk layanan tersebut.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan meningkatkan sarana

dan prasarana, hal ini akan diwujudkan dengan memasukannya dalam

skala prioritas anggaran tahun 2025.
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Saran yang akan dilakukan berdasarkan hasil Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat diharapkan lebih teroganisir, lebih cepat serta waktu
pelayanan sesuai dengan yang telah diumumkan kepada masyarakat.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
hendaknya segera merespon keluhan-keluhan masyarakat sehingga tidak
terulang dikemudian hari pelayanan yang kurang maksimal.

3. Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Pangkalpinang juga
sudah saatnya menyediakan media online dalam melayani masyarakat
mengingat sekarang telah bergesernya era lama ke era digital sehingga
warga masyarakat tidak harus datang langsung dalam kepengurusan
dokumen kependudukannya.

4. Peningkatan kinerja dalam pelayanan terhadap masyarakat sehingga

akan menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Potensi Hambatan adalah:

e Tidak adanya anggaran dan atau keterbatasan anggaran yang diberikan
Pemerintah Daerah pada kegiatan dan program yang berhubungan dengan
peningkatan Pelayanan Publik terutama peningkatan sarana dan prasarana.

c. Pelayanan Pemanfaatan Data.

Pelayanan pemanfaatan data ini berkaitan dengan nomenklatur baru
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun
2024 dengan perubahan dari Bidang Pengolahan Data Penduduk menjadi
Bidang PIAK dan Pemanfaatan data, tetapi bukan berarti pelayanan ini baru
dilaksanakan. Pemanfaatan data adalah kegiatan yang berkaitan dengan
hak akses instansi untuk menggunakan data dari DUKACPIL dengan
terlebih dahulu ada MOU. Berdasarkan data yang tersedia ada beberapa
instansi yang selalu membutuhkan data dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ini mengingat data DUKCAPIL merupakan data yang sah
dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor :24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan.
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Tabel 3-A.21
Pelayanan Pemanfaatan Data Tahun 2025

No. Tahun Jumlah instansi yang menerima Keterangan

pemanfaatan data.

1 2024 20 OPD

2 2025 28 OPD

Untuk pencapaian indikator sasaran diperlukan langkah yang menjadi
tolak ukur pencapaiannya yakni peningkatan cakupan kepemilikan dokumen
kependudukan dan catatan sipil dengan indikator cakupan kepemilikan dokumen
kependudukan dan catatan sipil dan peningkatan rata-rata lama pengurusan
dokumen kependudukan dengan indikator lama pengurusan dokumen
kependudukan yang dijabarkan pencapaiannya sebagai berikut :

Indikator 1: Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

1. Pengertian

a) Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disebut KTP adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

b) Perekaman dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah
pengeluaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perekaman
baru atau penggantian Kartu Tanda Penduduk karena rusak atau
hilang.

c) KTP Berbasis NIK secara Nasional, yang selanjutnya disebut KTP
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai
identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

d) Pelayanan Penerbitan KTP adalah pelayanan terhadap penduduk

-56-|LAKIP 2025



yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau
penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang
belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau
hilang bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota paling lambat 3
(Tiga) hari setelah persyaratan lengkap berdasarkan standar
operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah

mengenai administrasi kependudukan.

2. Definisi Operasional

Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik adalah
Proses pembuatan identitas penduduk bagi warga negara indonesia yang
telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap
tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah
pada tahun yang sama.

Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan
kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2025 pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah
termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik
karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya

dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

3. Caraperhitungan rumus
Jumlah perekaman KTP

Elektronik pada tahun (x).

Persentase Perekaman KTP= X 1.00
Jumlah Wajib KTP pada
tahun (x)
171.216

Persentase Perekaman KTP= X 1.00
174.701
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Persentase Perekaman KTP= 98,01%

Keterangan penghitungan :
a. Pembilang: Jumlah perekaman KTP Elektronik pada tahun (x)
b. Penyebut: Jumlah Wajib KTP kota PKP pada tahun (x)
c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data DKB semester | tahun 2025 Jumlah perekaman KTP
Elektronik sebesar 171.216 orang dan jumlah Wajib KTP-el sebesar 174.701
Kesimpulan : Persentase perekaman KTP Elektronik penduduk Kota
Pangkalpinang yang sebanyak 98,01 % orang dari jumlah wajib KTP, hal ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Data yang dikeluarkan dari database KTP el tidak terpilah berdasarkan
status pengajuan baru/hilang/rusak/pindah/datang/perubahan elemen data,
semua berstatus card printer/telah tercetak.

2. Pengadminstrasian dokumen pengajuan secara manual yang dilaporkan

oleh masing-masing bidang belum optimal.

Indikator 2 : Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang
Memiliki KIA
1. Pengertian
a. Kartu ldentitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah
identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17
tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
b. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA

karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

2. Definisi Operasional
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA
adalah Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang sudah
memiliki KIA yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan
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dengan Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang terjadi dalam

satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan.

3. Cara perhitungan rumus

Jumlah anak usia 0-17 kurang

satu hari yang sudah memiliki
Persentase Anak

Usia 0-17 Tahun

KIA sampai dengan tahun x

_ X 100
Kurang 1 (satu) Hari Jumlah anak usia 0-17 tahun
ng Memiliki KIA = . :
yang Memilid kurang satu hari sampai
dengan tahun x
_ 54.129
Persentase Anak Usia 0-17
Tahun Kurang 1 (satu) Hari X 100
70.040

yang Memiliki KIA =

Persentase Anak Usia 0-17
Tahun Kurang 1 (satu) Hari
yang Memiliki KIA =77,28%
a. Pembilang : Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah
memiliki KIA sampai dengan tahun x
b. Penyebut : Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari sampai
dengan tahun x
c. Satuan Indikator : Persentase (%).
Berdasarkan data yang ada untuk Pembilang; Jumlah anak usia 0-17 kurang
satu hari yang sudah memiliki KIA sampai dengan Desember 2025 dan
penyebut; Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sampai dengan
2025. Jumlah anak usia 0-17 kurang satu hari yang sudah memiliki KIA
berdasarkan data DKB semester | tahun 2025 sebesar 54.129 orang dan
Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sebesar 70.040
Kesimpulan: Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang
Memiliki KIA sebanyak 77,28 %.
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Indikator 3 : Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
1. Pengertian

a. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang
nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota
keluarga.

b. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

c. Pelayanan penerbitan KK adalah pelayanan terhadap penduduk yang
mengajukan permohonan penerbitan KK yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan pencatatan sipil paling lambat 3 (tiga) hari setelah
persyaratan lengkap berdasarkan standar operasional prosedur yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi
kependudukan.

2. Definisi Operasional

Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) adalah jumlah kepemilikan

Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

pencatatan sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kepala

keluarga dalam satu wilayah pada tahun yang sama.

3. Cara Rumus penghitungan

Jumlah kepemilikan Kartu
Keluarga (KK) yang di
terbitkan pada tahun (x)
Cakupan Kepemilikan X 100%

Kartu Keluarga =

Jumlah kepala keluarga
dalam satu wilayah pada
tahun (x)
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80.274
Cakupan Kepemilikan
X 100%
Kartu Keluarga =

80.428

Cakupan Kepemilikan
99,80 %
Kartu Keluarga =

Keterangan penghitungan :

a. Pembilang : Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang di terbitkan
pada tahun (x)

b. Penyebut : Jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x)

c. Satuan indikator Persentase (%).

Berdasarkan data yang ada untuk Pembilang; Jumlah kepemilikan Kartu
Keluarga (KK) yang di terbitkan pada tahun (2025) adalah Jumlah penerbitan
KK s.d sampai dengan Semester | 2025 sebanyak 80.274 orang, dan penyebut
; Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah pada tahun 2025 adalah jumlah
Kepala keluarga berdasarkan data DKB semester | tahun 2025 sebesar 80.428.
Pencapaian Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga semester | tahun 2025
sebesar 99,80% dengan penjelasan sebagai berikut :

Pencapaian Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga sebesar 99,80%
sudah melewati target yang ditetapkan yaitu 97,3 %, ini menunjukkan

banyaknya masyarakat yang sadar akan tertibnya administrasi kependudukan.

Indikator 4 : Kepemilikan Akta Kelahiran.
1. Pengertian
a. Kutipan akta kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan
kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting
yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk
yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan akta kelahiran di suatu
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wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

. Penerbitan kutipan akta kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk
yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling
lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran
berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam
perda mengenai administrasi kependudukan.

Definisi Operasional

Kepemilikan akta kelahiran adalah jumlah anak usia 0-18 tahun yang
sudah memiliki akta lahir sampai dengan tahun yang bersangkutan
dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-18 tahun dalam satu wilayah
sampai dengan tahun yang bersangkutan.

3. Cara perhitungan rumus

Jumlah anak usia (0-18) yang
memiliki akta lahir sampai

dengan tahun x .

Kepemilikan Akta Kelahiran = X 100%

Jumlah anak usia (0-18)

sampai dengan tahun x

- _ 73.635
Kepemilikan Akta Kelahiran

X 100%

74.363

Kepemilikan Akta Kelahiran
= 99,02 %

a. Pembilang : Jumlah anak usia (0-18) yang memiliki akta lahir sampai
dengan tahun x

b. Penyebut :Jumlah anak usia (0-18) sampai dengan tahun x
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c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data DKB semester | tahun 2025 yang ada untuk Pembilang;

Jumlah anak usia (0-18) yang memiliki akta lahir sampai dengan tahun 2025

adalah sebesar 73.635 orang, dan penyebut ; Jumlah anak usia (0-18) sampai

dengan Desember tahun 2025 sebesar 74.363 orang.

Pencapaian target kepemilikan akta kelahiran (0-18) tahun sebesar

99,02 % secara umum melampaui target yang telah ditetapkan dalam

RENSTRA.

Catatan :

Capaian Kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025 disajikan

Menggunakan Data DKB Semester | (satu) dikarenakan data DKB semester I
(dua) baru akan dirrelease KEMENDAGRI sekitar akhir bulan Februari

sehingga capaian kinerja yang disajikan belum maksimal.

Indikator 5 : “Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data

Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama “

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai

berikut:

Tingkat Pemanfaatan Data

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Tingkat Pemanfaatan Data

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Tingkat Pemanfaatan Data
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Jumlah OPD yang Telah
Memanfaatkan data
Kependudukan

Berdasarkan Perjanjian
. X 100%
Kerjasama

Jumlah OPD

28
X 100%

34

82,35%



Berdasarkan Perjanjian Kerjasama =

a. Pembilang : Jumlah OPD vyang Telah Memanfaatkan data
Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sampai dengan
tahun x

b. Penyebut :Jumlah OPD sampai dengan tahun x

c. Satuan Indikator : Persentase (%).

Berdasarkan data tahun 2025 untuk Pembilang; Jumlah OPD yang Telah
Memanfaatkan data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sampai
dengan tahun 2025 adalah sebesar 28 OPD, dan penyebut ; Jumlah OPD
sampai dengan tahun 2025 sebesar 34 OPD.

Pencapaian target Persentase Jumlah OPD yang Telah Memanfaatkan data

Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama 82,35 %

Beberapa komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan indikator
persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen
perencanaan dan pengganggaran yaitu sebagai berikut :

1. Data DKB
Yaitu data konsolidasi bersih Kementrian dalam Negeri tahun berjalan.
Data DKB yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan basis
data pelayanan yang diverifikasi oleh tim teknis Kementrian Dalam Negeri
dan di berikan kembali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
tiap daerah. Pengiriman data DKB tiap 6 bulan sekali atau paling lambat 3
bulan tahun berikutnya.

2. Data Pelayanan.
Yaitu data pelayanan yang di lakukan dinas kependudukan dan pencatatan
sipil sehari-hari.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran indikator adalah :

e Adanya Surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : yang akan
memblokir data penduduk apabila sampai dengan Desember 2018 belum

merekam.
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e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

kependudukanpasal 58 ayat 4 : Data Kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 (satu), ayat 2 (dua), dan ayat 3 (tiga) yang digunakan untuk

semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang

bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain

untuk pemanfaatan :

o kWD PR

pelayanan publik;

perencanaan pembanguan;

alokasi anggaran;

pembanguan demokrasi;dan

penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

e Potensi Hambatan

Jaringan untuk konsolidasi data ke Kementrian Dalam Negeri sering
mengalami hambatan.

Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan pemutakhiran data penduduk.
Kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid pada dokumen
kependudukannya masih rendah.

Dengan Sistem SIAK Terpusat Terbaru Daerah hanya sebagai user dan
tidak diberikan kewenangan untuk mengolah database kependudukkan
sehingga hanya ada beberapa data yang dapat diperoleh dan sebagian

data tidak dapat diperoleh.
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2025

TARGET RENSTRA REALISASI
NO INDIKATOR KINERJA
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 2 3 4
Rasio Penduduk Ber KTP persatuan
Penduduk (Dengan Satuan :%o) 650 | 670 | 690 i i 682 690 984 i i
Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga
(Dengan Satuan :%) 95 96 97 97 97,3 196,84 | 99,79 | 99,94 | 99,83 99,80
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) (Dengan Satuan : %) 99,101 99,6 | 99,6 ) ) 99,08 | 97,67 | 98,42 ) )
1 Penerapan KTP Nasional Berbasis

NIK (Dengan Satuan : %) 99,2 | 99,5 | 99,7 - - 100 100 100 - -
Perakaman KTP elektronik (Dengan
Satuan : %) 97 98 99 99,4 [ 99,5 | 99,08 | 97,67 | 98,42 | 98,91 98,01
Persentase anak usia 0-17 tahun
kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA 65 70 75 70 73 | 68,29 70 73,04 | 75,79 77,28
(Dengan Satuan : %)
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
per1000 penduduk (Dengan Satuan 890 | 920 920 925 930 991 999 998 997 996
Z%o)
Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran
Rasio Perkawinan yang tercatat di
catatan sipil per 1000 penduduk 750 | 765 780 - - 631 688 736 - -
(Dengan Satuan :%o)
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Cakupan Kepemilikan Akte Kematian
(Dengan Satuan : %)

28

31

35

100

100

100

100

100

Peningkatan cakupan akta kelahiran
yang diterbitkan (Dengan Satuan
‘N/A)

2,7

3,5

6,01

13,65

2,61

Persentase anak (0-18) tahun yang
memiliki akta kelahiran (Dengan
Satuan : %)

87

92

95

96,5

98,5

95,36

97,25

98,43

98,74

99,02

Peningkatan cakupan kepemilikan
buku nikah/akta perkawinan pada
semua pasangan (Dengan Satuan :
%)

61

65

68

66,20

67,8

63,13

68,87

73,57

76,22

77,30

Peningkatan cakupan kepemilikan
akta perceraian dari semua individu
yang perceraiannya tercatat (Dengan
Satuan :%)

65

72

75

66

69,5

53,39

70,95

73,92

76,31

77,53

Proporsi anak umur di bawah 5 tahun
yang kelahirannya dicatat oleh
lembaga pencatatan sipil, menurut
umur. (Dengan Satuan : %)

87

88

89

99,06

99,52

99,66

Persentase Jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data kependudukan
berdasarkan perjanjian kerja sama
(Dengan Satuan : %)

1,4

2,1

2,8

78,79

84,84

20,59

60,60

60,60

58,82

82,35

persentase keserasian database
kependudukan (Dengan Satuan : %)

95

96

96,5

80

98,40

97,31

99,81

Persentase tersajinya data
kependudukan yang akurat (Dengan
Satuan : %)

50

50

50

100

100

100
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B.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2025 pelaksanaan program dan Kkegiatan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kota Pangkal Pinang. Total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang adalah Rp. 7.018.003.983,60 (berdasarkan data
DPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 6.119.319.014 atau
dengan serapan dana APBD mencapai 87,19 % sampai akhir tahun 2025.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan
penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang
disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah
dilaksanakan secara maksimal.

Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025

serta pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3-B.1 berikut:

Tabel 3.B.1

Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal

Pinang Tahun 2025

NO PROGRAM PAGU REALISASI %
ANGGARAN ANGGARAN
(Rp) (Rp)
1. PProgram Penunjang Urusan 6.143.331.785,60 | 5.252.091.380 85,49%

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftan Penduduk 452.204.999 | 447.880.137 99,04%
3. |Program Pencatatan Sipil 33.210.000 33.075.098 99,60 %
4. [Program Pengelolaan 389.257.199 | 386.272.399 99,23%

Informasi Administrasi

Kependudukan

7.018.003.983,60 | 6.119.319.014 87,19%
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Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil bervariasi antara rendah hingga baik. Selain
faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulali,
melaksanakan dan menyelesaikan Kkegiatan; faktor pengambilan keputusan
memanfaatkan momen perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran
sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di
masa mendatang.

B.1. Analisis Keuangan

Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2025 meliputi

pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Operasional

2. Realisasi Anggaran Belanja Modal

1. Realisasi Anggaran Belanja Operasional
Realisasi anggaran belanja operasional tahun 2025 yang terdiri dari
belanja pegawai dan belanja barang jasa pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang sebesar Rp 5.726.712.114 atau
86,50 % dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp
6.620.309.800,60.

Sedangkan realisasi belanja operasional tahun 2024 pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebesar Rp
5.895.708.363 atau 98,78 % dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar
Rp. 5.968.267.119.

2. Realisasi Anggaran Belanja Modal
Realisasi anggaran belanja modal pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar Rp 392.606.900
atau 98,72% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp
397.694.183.
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Sedangkan realisasi belanja modal pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Tahun 2024 sebesar Rp. 218.555.000

atau 99,58% dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 219.455.000.

Terjadi peningkatan anggaran pada tahun 2025, dikarenakan adanya

penambahan CPNS dan PPPK Penuh Waktu serta dikarenakan anggaran

BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian di post

terlalu besar akan tetapi anggaran tersebut tidak diperbolehkan untuk

digunakan memfasilitasi kegiatan lainnya pada anggaran APBD Kota

Pangkal Pinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Perbandingan Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3-B.2

Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tahun / Tahun 2024 Tahun 2025
Uraian Pagu Realisasi Pagu Realisasi
(%) (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
_ 7.018.003.983,
Belanja 6.187.722.119 6.114.263.363 | 98,81 60 6.119.319.014 | 87,19
Belanja
_ 6.620.309.800,
Operasio | 5.968.267.119 5.895.708.363 | 98,78 60 5.726.712.114 | 86,50
nal
Belanja
Modal 219.455.000 218.555.000 99,58 | 397.694.183 392.606.900 | 98,72
oda
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C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran program pada Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :

INDIKATO PROGRAM
NO| rrRAN R TARGET| REALIS |t .| PENDUKUNG ANF()SAGi;IE{JAN AN%E&EIASI\? \(SI; j[CAPAAN | Tingkat
PROGRAM SASARAN AS| N (%) PENCAPAIAN (R ) P (0/0) Efesiensi
PROGRAM SASARAN P
L. [Terwujudnya |Niali Sakip 2% MMaS'h Program
akuntabilitas  |Perangkat ueﬂg's‘, g penunjang
kinerja dan Daerah Penilaian urusan
pelayanan Indeks 90% | 100% | 111% | pemerintaha 85,49% | 14,51%
primainternal [Kepuasan n daerah 6'143'32,166 5.252.091.380
perangkat Pelayanan kabupaten/
daerah Internal kota
Perangkat
Daerah
2. Ter|aksananya Persentase 99,5% [98,01% | 98,50 Program
Pendaftaran Perekaman % Pendaftaran
Kartu Tanda
Penduduk Penduduk Penduduk
Persentase 73% |77,28% | 105% 99.04% | 096%
Anak Usia 0- ’ ’
17 Tahun
Kurang 1 452.204.93 | 447.880.137
(satu) Hari
yang memiliki
KIA
Cakupan 97,3% |99,80% | 103%
Kepamilikan
Kartu
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Keluarga (KK)

. [Terlaksananya

Kepemilikan

98,5%

99,02%

101%

Program

Pencatatan  |Akta Pencatatan 99,60% 0.4%
Sipil Kelahiran 33.210.000 33.075.098
Sipil
. [Terlaksananya|Persentase | 84,84% | 82,35% (97,07% B(ra%ggrglrcr)llaan
Pengelolaan |{Jumlah OPD Informasi
nformasi _ yang telah Sk 99.23% | 0.77%
Administrrasi memanfaatka 257 19
Kependudukann data 389.257. 9| 386.272.399
kependuduka
n berdasarkan
perjanjian
kerjasama
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang

Tabel 3.B.3

Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Meningkatk
an cakupan
kepemilikan
dokumen
kependuduk
an dan

Cakupan
kepemilikan
dokumen
kependuduk
an dan

%

78,8

92,0

7.018.0
03.983,
60

6.119.3
19.014

87,19
%

12,81
%

catatan sipil

catatan sipil

Hari 3 3 7.018.0
03.983,

pengurusan 60

2. | Meningkatk
an rata-rata
lama
pengurusan
dokumen
kependuduk
an

Rata-rata 6.119.3 | 87,19 | 12,81

lama 19.014 % %
dokumen
kependuduk
an

Anggaran Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis diatas diperlukan
anggaran sebesar Rp.7.018.003.983,60 (Tujuh milyar delapan belas juta tiga
ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

1. Sasaran ‘Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan
catatan sipil dengan indikator dokumen

cakupan kepemilikan

kependudukan dan catatan sipil dan Meningkatkan rata-rata lama
pengurusan dokumen kependudukan dengan indikator lama pengurusan
dokumen kependudukan, dengan anggaran Rp 7.018.003.983,60- dengan
realisasi anggaran sebesar Rp 6.119.319.014 atau 87,19 %,sedangkan
Rp 898.684.969,6,- atau 12,81 %

dikarenakan anggaran BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan

anggaran yang tersisa sebesar

jaminan kematian di post terlalu besar akan tetapi anggaran tersebut tidak

diperbolehkan untuk digunakan memfasilitasi kegiatan lainnya. Apabila
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anggaran untuk asuransi tersebut sesuai dengan kebutuhan, maka realisasi
anggaran mencapai angka 98,17%. Anggaran tersedia untuk BPJS sebesar
Rp.858.329.600 sedangkan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp
88.369.140-.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pangkalpinang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator
kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya
manusia, anggaran, dan sarana prasarana,;

2. Hasil analisis 2 (dua) sasaran yaitu meningkatkan cakupan kepemilikan
dokumen kependudukan dan catatan sipil dan meningkatkan rata-rata lama
pengurusan dokumen kependudukan, dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yaitu
cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dengan
capaian kinerja sebesar 92,08 % telah melampaui target dan lama pengurusan
dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang dengan capian kinerja yaitu 3 hari, telah melampaui target yang

ditetapkan.

4.2 Saran
Semua bidang harus bekerjasama dalam mencapai kinerja sasaran di tahun
yang akan datang. Sehingga target sasaran yang telah ditetapkan di dalam dokumen

IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang dapat tercapai.

4.3 Langkah Perbaikan

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pencatat peristiwva kependudukan dalam menghimpun
data-data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, terkait dengan

penyusunan dokumen kinerja.
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3. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan
sehingga target peningkaan tertib administrasi kependudukan meningkat tiap
tahunnya.

4. Melaksanakan koordinasi internal dan external kepada semua stakeholder untuk
pencapaian target capaian kepemilikan akta kelahiran, dan kematian.

5. Melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
guna menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.

6. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi
kependudukan didukung dengan anggaran yang memadai.

7. Peningkatan kapasitas pengetahuan SDM untuk peningkatan pelayanan kepada
masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat yaitu dengan
dilaksanakannya bimtek pelayanan publik, pengiriman pendidikan dan pelatihan
kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang.

8. Peningkatan keakuratan data penduduk dengan cara terus melaksanakan
sinkronisasi data dengan Kementrian Dalam Negeri.

9. Pemanfaatan data untuk menunjang pembangunan di Kota Pangkalpinang,
dengan cara penyediaan prasarana penunjang seperti server dan jaringan untuk

penyediaan akses kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkalpinang tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan
evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang
akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
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KOTA PANGEAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : % /KEP/DISDUKCAFIL/1/2025

TENTANG .

TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA

SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang

3.

KOTA PANGKAL PINANG

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya penvusunan
RPD Kota Pangkal Pinang tahun 2024-2026 sebagai pedoman
dan penyambung atas implementasi periode terakhir Rencana
Fumbungun:n Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal

nang. Penyusunan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-
2026 di:tuil.m berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkal
Pinang, analis sasaran pokok dan arah kebijukan PJPD Kota
Pangkal Pinang, maka periu disusun Rencann Strategis
Perangkat Duermh (Renstra PD) Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan
dalam implementnsi AKIP di lingkungan Dinas Dinas
Kependuduken Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
dipandang perlu menetapkan tim Implementasi AKIP d.nli.m
bentuk Keputusan Kepala Dinas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tenmang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknian Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Lapornn Kinerja Instansi
Pemerintah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Dacrah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Daerah
Tahun Angearan 2025 (Lembaran Daerah Kotn Pangkalpinang
Tahun 2024 Nomor 57);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016
tentong Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dacrah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2016 Nomaor 18);

9. Peraturan Wallkota Pangkal Pinang Nomor 58 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendepatan dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daernh Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024 Nomor 264);

10 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susuan Organisasi, Tugas dun Fungsi
serta Tata Kerjn Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah

Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Panglml Pinang
Tahun 2023 Nomor 182].

MEMUTUSKAN:

Menetapkan nama.-nama sebagaimana lampiran | keputusan ini
scbagal Tim  Implementasi AKIP  di  lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang, dan
Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data  Kinerja  serta
Penvusunan Laporan Kinerja sebagnimana lampiran [I keputusan.

Tim Implementasi AKIP terdini atas:
. Penanggungjawab;
b. Ketua;
c. Sekretaris;
d. Tim Asistensi; dian
c. Anggota.

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
hurufl a mempunyai tugas:

a. menyusun rincian peluksanman kegiatan;

b, membagi peran anggota Tim Implementasi AKIP sesusi dengan
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;

¢, melaksanakan kegiatan sesual dengan perencanann,

d. memberikan umpan balik kepada anggotn Tim Implementasi
AKIP;

e. melakukan pemantauan bahwa semua proses telah sesua
prosedur pengumpulan data kinerja serta penyusunan laporan
kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan
pemantauan oleh Tim Implementasi AKIF; dan

. melakukan kolnbornsi dan sinergitas pelaksanaan tugas antar
angeota Tim Implementasi AKIP.

Tim Implementasi AKIP scbagaimana dimaksud pada Diktum

Kedun huruf b, ¢, d, dan ¢ mempunyai tugas:

u. melakukan prosedur pengumpulan data  kinerja  serta
penyusunan laporan kinerja wajlb dilaksanalkan oleh semua
pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementosi AKIP,

b. melaksanakan Implementasi  AKIP  sesuni  ekspekiasi



Penanggungjawaby; dan
c. melaporkan hasil kinerjanya kepada penanggungjawab atou
Kepala Dinas.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,
KELIMA : dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

KEENAM : apabila dikemudian hari ternyatn terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal - Januari 2025
a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG

Pembina Tk.1 / IVB
NIP. 19680709 199412 1 002



LAMPIRAN |

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGEKAL PINANG
NOMOR foHEF;DiEBUI{mPlLH,‘EEEE
TANGGAL : J=Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO POSIBI DALAM TIM PEJABAT

1. | Penanggungiawab Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

2. Ketun Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

3. | Sekretaris Knssubag PEP dan Keuangan

4. | Tim Asistensi 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk;

2. Kepala Bidang Peluyanan Pencatatan Sipil;

3. HKepaln Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan
Pemanfantan Data.

4.  Kassubag Umum dan Kepegawaian

5. | Anggota 1. Supriadi, SE;
2. Apnlisa Madona Bachan, SE;
3. Ahmad Zuhri, A.Md.

a.n. WALl KOTA PANGKAL FINANG

Fcﬁh‘ri‘n:lThlf IvB
NIP. 19680709 199412 1 002



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR ¥V/KEP/DISDUKCAPIL/1/2035
TANGOAL &2 Januari 2025

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
SERTA PENYUSUNAN LAPORANKINERJA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGREAL
PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan
Kinerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatantan Sipil
Kotn Pangkal Pinang scbagni berikut :

1. Setiap triwulan disusun laporan kinerja interim yang
bersamaan dengan penyampaian laperan keuangan triwulanan
dan Pada Akhir tahun disusun laporan kinerja secara
berjenjang :

a) Dari Eselon Il ke Eselon 1

b) Dari Pejabat Fungsional ke Eselon 11 melalui Esclon I ;
¢) Dari pejabat Eselon IV ke eselon [I1; dan

d) Dari Pelaksann Ke Pejabat Eseclon IV,

2. Pengukuran Kinerja sectidak-tidalnyan menyajikan Indikator
Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada perjanjian
Kinerja Individu ataupun Action Plan, Seria dilakukan Rekap
capaian kinerja dan keuangan untuk setiap Aksi sesuni
Rencana Aksi (action plan);

3. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari
setelah berakhirnyn periode kecuali untuk LKj akhir tabun
paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;

4. Setiap Laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara
alkurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk
hardcopy maupun saftcopy;

5. Laporan terscbut dari Pejabat dibawah eselon Il dilnkukan
verifikasi dan reviuoleh Tim Implementsi AKIP untuk perbaikan
sebelum ditcrima dan digunakan oleh Kepala Dinas untuk
menyusun Laporan Kinerja, proses lersebut paling lama 7
(tujuh hari) setelah disampaikan;

6. Tim Implementasi AKIP melakukan  penagihan dan
meongusulkan reward and punishment di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotn Pangkal Pinang atas
kinerja yang tercapai dan atau tidak;

7. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang scbagaimana disajikan
pada lembar berikutnya.



BAGAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2025

SETELAH DIBUAT POHON KINERJA TOTAL/ CASCADING sebagai
dasar, maka berlaku :
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PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasakunda, Kel.Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal pinang (33143)
Telpon (0717) 421 142 Faksimile (0717) 421 142
www.disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/. e-mail : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja
Utama;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal
Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu
dilakukan Perubahan Terhadap Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024-2026 ;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal
Pinang Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota
Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);

15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2023 Nomor 182);

17. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun
2024 Nomor 2406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mengacu kepada Rencana  Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU menjadi acuan kinerja yang digunakan untuk
menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun perjanjian
kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi
pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Dinas Nomor : B-900.1/123/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun
2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung
sejak ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor
40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang

pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN  SIPIL  KOTA  PANGKAL
PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.l / IVb
NIP. 196807091994121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

@ DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

INDIKATOR KINER] A UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMUSAN/FORMULA SATUAN AR GH|
2024 2025 2026
Meningkatkan Cakupan kepemilikan Cakupan kepemilikan dokumen [J umlah penduduk yang memiliki dokumen
dokumen kependudukan dan catatan sipil kependudukan dan catatan sipil |kependudukan dan catatan sipil tahun
1 berkenaan jumlah penduduk tahun % 7882 | 7885 789
berkenaan x 100%

Meningkatnya Rata-rata Lama pengurusan Lama pengurusan dokumen Jumlah Hari Lama pengurusan dokumen
2 dokumen kependudukan kependudukan kependudukan Hari 3 3 3

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.l / IVb
NIP. 196807091994121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jalan Rasakunda Kel.Sriwijaya Kec.Girimaya Kota Pangkalpinang Telp. (0717) 421142

INDIKATOR KINER] A PROGRAM PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024-2026

TARGET
NO. PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM RUMUSAN/FORMULA SATUAN
2024 2025 2026
1
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP Nilai 71,5 72 72,5
Program Penunjang Terwujudnya akuntabilitas
Urusan Pemerintahan | kinerja dan pelayanan prima
Daerah KabupatervKota | - intemal perangkat daerah Indeks Kepuasan PelayananIntemal |Indeks kepuasan pelayanan intemal dengan -
Nilai 85 90 95
Perangkat Daerah metode survey
Persentase Perekaman KartulTanda I] umlﬁh p?mkaman KTP El dibagi jumlah wajib % 99,4 99,5 99,6
Penduduk (KTP) elektronik KTP dikali 100
Hak Persentase Anak Usia 0-17 Tahun |Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari
2 Progam F;er:jdakftaran Terla sanan);a ZeEdaftaran Kurang1 (satu) Hari yangmemiliki |yangsudah memiliki KIA/ jumlah anak usia 0-17 % 70 73 76
Pendudu Pendudu KIA tahun kurang 1 (satu) hari x 100%
Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga | umlah kepemilikan Kartu Keluarga/J umlah
(KK) Kepala Keluarga X 100% % o7 973 976
3 J umlah Anak Usia 0-18 tahun yangsudah
Program Pencatatan Sipil ';sisd”aksananya Pencatatan Kepemilikan Akta Kelahiran memiliki akta lahir/ jumlah anak usia 0-18 % 96,5 98,5 99
P tahun X 100%
r
Program Pengelolaan | Terlaksananya Pengelolaan  [Persentase Jumlah OPDyangtelah  |Jumlah OPD yang telah Memanfaarkan data
4 Informasi Administrasi | Informasi Administrasi memanfaatkan data kependudukan |kependudukan berdasarkan perjanjian % 78,79 84,84 90,90
Kependudukan Kependudukan berdasarkan pefjanjian kerjasama  |kerjasama / jumlah OPDX 100%
Tercapainya Keserasian dan . ’
5 ngam pengelolaan Akurasi database Persentase keserasian dan akurasi Data konsolidasi bersih / data pelayanan X 100%) % 80 90 100
profil kependudukan database kependudukan
kependudukan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKAL
PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat

Pembina Tk.l / IVb
NIP. 196807091994121002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasakunda, Kel.Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkal pinang (33143)
Telpon (0717) 421 142 Faksimile (0717) 421 142
www.disdukcapil.pangkalpinangkota.go.id/. e-mail : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR : B-900.1/124 /DISDUKCAPIL/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN POHON KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal
Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2024-2026, di pandang perlu
dilakukan Perubahan Terhadap Pohon Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Badan/Dinas tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024-2026.

Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota
Pangkal Pinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



S. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah  Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang
Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 2);

14. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun
2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota
Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 148);
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15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun
2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal
Pinang Tahun 2023 Nomor 182);

16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun
2024 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :  Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
disusun mengacu kepada Pohon Kinerja Kota Pangkalpinang
dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang
Nomor : B-900.1/124/DISDUKCAPIL/XI/2024 Tahun 2024
tentang Penetapan Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT :  Pohon Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 berlaku terhitung sejak
ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-
2026

Ditetapkan  di Pangkal Pinang
pada tanggal 22 November 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN  SIPIL  KOTA  PANGKAL
PINANG,

DARWIN, .S.Pd. Mat
Pembina Tk.l1 / IVb
NIP. 196807091994121002
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DARWIN, .S.Pd. Mat
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KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
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NIP. 196807091994121002
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PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen  pemerintahan  yang  efekdil,
iransparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertnnda tangan di bawah ini ;

Nama : DARWIN, S5.FD.Mat
Jabatan - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkalpinang

Selanjutnys disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SAPARUDIN
Jabatan : Walikota Pangkalpinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanjl akan mewujudkan target kinerjn yang seharusnya
sesual lampiran perjanjinn ini, dalam rangks mencapnl target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapainn targel kinerin tersebut menjaci
tengeung jawab kami.

PIHAK KEDUA okan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evalunsi terhadap capaisn kinerjn dari perjanjian i dan
mengambil tindaknn yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

PIHAK REDUA

BAP




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

PANGKALPINANG
JABATAN : KEPALA DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2025
SASARAN | I |
TOR KINERJ SATUAN | TARGET
_ HI‘JI STRATEGIS INDIKA e A TU il
1 2 3 4 ' 5
1. | Meningkatkan e Cakupan kepemilikan % 78.85
' cakupan kepemilikan dokumin
dokumen kependudukan dan
kependudukan dan catnton sipil
|| catatan sipil _
2, | Meningkainya rata- ¢ Rata-rata lama Hari 3
rata lamn pengurusan pengurusan
dokumen dokumen
kependudukan kependudukan
No Program | Anggaran [Rp) Sumber
1. | Program Penunjung urusan
pemerintahan dacrah £.143.330.984 60
Kabupaten/Kola
2. | Program Pendaftaran
3. | Program Pencatatan Sipil 43.210.000 angka:;s’;:;nng TA
4. | Program Pengelolann
Informasi Administrasi 389.258.000
Kependudukan
TOTAL 7.018.003.983,60
Pnngkalp_innng. September 20025
PIHAK KEDUA ~ 1 PIHAK PERTAMA




PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGEAL PINANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkon manajemen  pemerintnhan yang  efeldil,

transparan, dan akuntabel serta berorientasi poda hasil, kami yang
bertnnda tangan di bawah i :

Namn - RAELAN HAF1ZH, S.8TP., M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatntan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selanjutnya disebut sebagni PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, 5.PD.Mai

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotn Pangkal Pinang
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai Inmpirnn perjanjian ini, dalam mngka mencapai target kinerja jangka
menengah scperti yang telnh ditetapkon dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan don kegogalan pencapainn target Kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami.

PFIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan
melnkukan evaluasi terhondop capainn kinerja dari perjanjian ni dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghuargaan
dan sanksi.

Pangkal Pinang, Seplember 2025

Pl KEDU MHAK PERTAMA
r
, 5.PD.Mat yﬁ'ﬁ‘fm:n
Utama Muda/ IV ¢ Pembina Tk.l/ IV Db

NIP 196807091994121002 NIP 198301312001121001




PERJANJIAN KINERJA PFERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL

KOTA PANGEAL PINANG
JABATAN : SEKRETARIS DINAS
TAHUN ANGGARAN : 2025
(W] _um PROGRAM | TDIKATOR KINERJA | SATUAN TARGET
o] ] PROGRAM s I
1| 2 3 4 |5
1. | Terwijudnya * Nilai SAKIP Nilai 72
nkuntabilitas kinerja Pernnghkat Dnerah
dan pelayanan prima 7 . -
i terriil 1 s Indeks Kepuasan Nilal a0
ﬂm:::'mh poiangnt Pelayanan Internal :
' Perangkat Daerah '
| No | Kegiatan Anggaran (Rp) Sumber
1. | Administrasi keuangnn perangkat 4.262.559.498.60
| dacrah ' '
" 2. | Administrasi umum perangka 315.503,022
Wnorals APBD-P Kota
3. | Penyediaan jasa penunjang urusan 644 4 Panpgkal Pinung
pemerintahan daerah L0ERAS TA 2025
4, | Pemeliharnan barang milik dacrah
penunjang urusan pemerintahan 178.270.000 |

daerah

WIN, 8.PD.Mat
Utama Muda [/ IV e
NIF 196807091994121002

6.143.330.984,60

Pangkal Pinang, Seplember 2025
PIHAK PERTAMA

. 3.8TP., M.5i
Pembina Ti.I/ IV b
NIP 198301312001121001




PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINAKG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGEKAL FINANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkon manajemen pemerintahan yang  efekul,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandn
tangan di bawah ini :

Nama + INTAN PERMATA, SE., M.M
Jabatan ¢ Kasubbag PEP dan Keuangan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang

Selanjulnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAELAN HAFIZH, 8.5TP., M.5i

Jabatan . Sekretaris Dinns Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koln Pangkal Pinang

Selaku atnsan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerjn ynng seharusnys
wesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangks mencapai target kinerja jangka
menenguh seperti yang telah ditetupkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapainn target kinerjn tersebut menjadi
tanggung jawab knmi.

PIHAK KEDUA akon melokukan supervisi yang diperlukan sertn akan
melakukan evalunsi terhadap capainn kinerjn dari perjanjian m  dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK KEDUA Pl PEHTAMA

m HAFIZH, 8.5TP., M.5i INTAN SE., M.M

Pembina ThiI/ IV Db c
NIP 198301312001121001 NIP 198610242010012016




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PANGEAL PINANG
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PEP & KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025
NO | SASARAN KEGIATAN | MO o ran " | SATUAR | TARGET
1 2 3 4 5
1. | Terpenuhinya B tse perymmpain: % 100
penyampaian dokumen | oo perencanaan,
PHIERGANIAT, penganggamn dan
pl_znmfrlm.mndan kinerja perangkat
kinexja perangkat daerah tepat wakiu
duerah tepiat waktu
. 2. | Tersedianya laporan % 1040
‘ keuangan perangiat :“EF'UT"I i ’1:“:::“"—‘:“:;1“““}' "
| ¢a peauRL Sas perangkat sesual SAP
No SUB KEGIATAN ' Anggaran (Rp) Sumber
1 | Penyusunan dokumen 0
perencanaan perangkat dacrah
2 | Koordinasi dan penyusunan 0
dokumen RKA-SKPD
3 | Koordinasi dan penyusunan 0
dokumen perubahan RKA-SKPD
4 | Koordinasi dan penvusunan DPA- 0
SKPD
5 | Koordinas dan penyusunan : -ﬂ APBD-P Kata
perubahan DPA-SKPD F““m [1:;’51““3
6 | Koordinasi dan penyusunan
laporan capaian kinerja dan 0
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7 | Evaluasi ll:l.nmj,l p;:mng]tut tdacruh . 0
8 | Penyedinan gaji dan tunjungan
ASN 0
9 | Pelaksannan penntanusahaoan dan 0
pengujinn / verifikasl keuangan




SKPD

10

Koardinasi dan penyusunan
laporan keuangan akhir tahun
SKPD

11

Koordinas: dun penyusunan
laporan keuangan

bulanan / triwulan / semesteran
SKPD

TOTAL

°

PIHAK KEDUA

L | 'Tm'“ "-m
Pembina Tk.l/ IV b
NIP 198301312001121001

Pangkal Pinang, September 2025

P PERTAMA

INTAN A, SE., M.M
tallll e

NIP 19861 10012016




PEMERINTAH KOTA PANGEKAL PINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangks mewujudkan monajemen pemerintahan  yang  efektf,

transparan, dan akuntabel sertn berorientosi pada  hasil, kmm yang
bertanda tangan di bawah ini :

Namn : FENDRA ISKANDAR, 5. KOM

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegnwnian Dinas
Kependudukan dan Pencatainn  Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA

Nama : RAELAN HAFTZH, S.8TP., M.Si

Jabatan : Sckretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selunjutnya disebut sebagm PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerjn yang seharusnys
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengnh seperti yang telah ditetapkan dalam deltumen perencanaan.
Keberhosilon dan kegagnlon pencapaian target kinerjin tersebut menjadi
tunggung jawab ami.
PIHAK KEDUA nkan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melokukan evalunsi terbadap copaian kinerjn dari peranjian imi dan
mengambil tindakan yong diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan
don sanksi.

Pangkal Pinnng, September 2025

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
HAFIZH, 5.STP.. M.5I FENDRA ISKANDAR, 5. KOM
Pembina TiI/ IV D Penata/III ¢

NIP 198301312001121001 NIP 198308032015021002




TAHUN ANGGARAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA PANGEAL PINANG
JABATAN : KEFALA SUB BAGIAN UMUM & KEPFEGAWAIAN

KO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN

SATUAN

TARGET

3

5

Terlaksananyn
penutaan barang milik
peranghkat dacrah

Persentase barnng milik

perangkal dacrah yang
ditata dan diinventarisir

Menurunnya
pelanggaran disiplin
pegawal perangkal

daerah

Fla

Persentase penurunan

tingkat pelangguran
disiplin ASN

b

100

Terlnksananva
administrasl umum
perangkat daerah

Persentase pelaksanann |

administrasi umum
perangkat dacrah

100

Tersedianya jasa
penunjing urusan

peranghknt daernh

Perseniase

terlnksananya jasa
PENUNJANE Urisan
pemerintih daerah

1040

Terpeliharunya barnng
milik perangkat
daerah

Persentnse barang milik
perangkat daerah dalam
kondisi bailk

100

No

SUB KEGIATAN

I;Enyl:diuun komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan

kantar

Penyedisun peralatan dan 3

perlengkapan kantor

Penyedinan bahan logistik knntor

Penvedinnn barnang eetakan dan

penggandaan

o

e

Penvelenggnrnan mpat koardinms

dan konsultasi SKPD

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber dava air dan listrik

APBD-P Koln

Pangkal Pinang TA
2025




Pembina Ti.I/ IV b
NI 198301312001121001

7 | Penyediaan jasa peralotan dan o '
perlengkapan kantor
§ Penvedinan jasa pelayanan umum 0
kantor
G | Penyedinan jasa pemeliharaan,
biayn pemelihnraan dan pajak 0
kendaraan perorangan dinas atau
kendarann dinas jabatan
10 | Penyediaan jasa pemeliharan,
biaya pemeliharann, pajak dan 0
perizinun kenduraan dinas
operasional atau lapangan
TOTAL 0
Pangkal Pinang, September 2025
PIHARK KEDUA PIHAK PERTAMA

e
e ——— r—\"f

FENDRA ISKANDAR, 5. KOM
Penata /Il ¢
NIF 198308032015021002




PEMERINTAH KOTA PANGERAL PINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATARN SIPIL
KOTA PANGKAL PINAKRG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dolam rongka mewujudkan manajemen pemerintnhan yang  efektf,
transparnn don akuntabel serta berorientasi pada hosil, kami yang bertanda
tangan di bawah ini :

Nama : SOPIAH, 5.IP

Jabatan : Kepala Bidang Pelavanan Pendaltaran Penduduk
Dinas Rependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Panghkal Pinang

Selanjutnyn disebul PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, 5.PD.Mat

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pangkal Pinang

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudlomn target kinerjo yang scharusnyo
sesual lumpiran perjanjion ini, dalam ronghks mencapai target kinerja jangka
menengnh seperti yang telah ditetapkan delam dokumen perencanann.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian torget kinerjo tersebut menjadi
tangrung jawab kami.

PIHAK KEDUA askan melakuknn supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadsp capaian lkinerjn dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yvang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK PERTAMA

/

8.1P.
Pembina/ IV a
NIP 196809011989102001




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGEAL PINANG

. 5.PD.Mat
5 Utama Muda/ [V ¢
KIP 196807091994 121002

JABATAN : KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
TAHUN ANGGARAN : 2025
| INDIEATOR KINERJA Ty
NO | SASARAN PROGRAM } PROGRAM SATUAN THEET
I 2 | 3 4 5
1. Persentase Perekaman % 99.5
Kartu Tanda Penduduk
[KTP) Elektronik
Persentiuse Annk Usia O- %% 73
Terlaksananva 17 tahun Kurnng |
pendaftaran penduduk | (satu) hari yang
memiliki KIA
| Cakupan Kepemilikan %o 97.3
Kartu Keluargn [KK)
 No HEGIATAN Anggaran (Rp) Sumber
1 | Pelayanan Pendoltaran Penduduk 432.999.999
2 | Penatnan pendaftaran penduduk 10.605,000 APHD-F Kata
- Pangkal Pinang
3 | Penvelenggaraan pendaftaran 8.600.000 TA 2025
penduduk
TOTAL 452,204.999
Pangknl Pinang, September 2025
g HH&K REEDLIA PIHAK PERTAMA

+ BIP.
I IVNa

NIP 196809011989102001




PEMERINTAH KOTA PANGEAL PINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGHAL PINANG

PERJANJIAN KINERJA FERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudknn moanajemen  pemerintnhan yang  efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandn
tangan di bawah ini :

Nama : YASRIZALDI, S.H

Jabatan :  Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, S.PD.Mat

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Panghkal Pinung
Selaku atasan langsung PIHAR PERTAMA

Selanjutnya disebut PTHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerjn yang scharusnyn
sesuai lampiran perjanjian in, dalam rangka mencapai target kinerja janghka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjodi
tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melalkukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakuknn evaluasi terhadap capaian kinerja dar perjunjian ini dan
mengambil tindukan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargasn
dan sanksi.

Pembina Utama Muda/ IV ¢
NIP 1968070919594121002




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

JABATAN : KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN : 2025
e . .
NO | SASARAN PROGRAM | T o e " | SATUAN | TARGET
1 | 2 3 4 5
I 1. | Terlaksananya Kepemilikan akta
| pencatatan sipil kelahiran O 08,5
No KEGIATAN Angguran (Rp) Sumber
1 | Pelayanan Pencatatan Sipil 18,210,000 APBD-P Kota
- 1 Pangkal Pinang
5 | Penyelenggaman Pencatatan Sipil 15.000.000 TA 2025
TOTAL 33.210.000
Pangkal Pin September 2025

NIF 196807091994121002 NIP 197208232007011025




PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIFIL
KOTA PANGKAL PINANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangks mewujudkan manajemen pemerintohan  yung  efektl,
transpiaran dan akuntabel serta berarientnsi pada hasil, knmi yang bertanda
tangan di bawah ini ;

Namn + SALMIWATI, §.Ag

Jnbntan - Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Kota Pangkal
Pinang

Selanjutnya disebut FIHAK PERTAMA

Nama : DARWIN, 5.PD.Mat

Jabatan . Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil

Kota Pangkal Pinang
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya
sesuni lampiran peranjian inl, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencunaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerjo tersebut menjudi
tunggung jawab knmi.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yvang diperluksn serta akan
melokukan evalussi terhadop capaian kinerja dari perjonjian ini dan
mengambil tindakan yang diperiukan dalam mngka pemberian penghargaan
dan sanksi.

Pangkal Pinang, September 2025

PIHAK PERTAMA

ATI, 8.Ag
Pembina/ IV a
NIP 197210092000032002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
HOTA PANGEAL PINANG

JABATAN : KABID PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
TAHUN ANGGARAN : 2025
——— INDIKATOR KINERJA |
NO | SASARAN FROGRAM PROGRAM SATUAN | TARGET
1 2 ' 3 4 5
1. | Terlaksananva Persentase  jumlah OPD '
Pengelolunn  Informasi | yang telah memanfaatkan
Administrasi duta kependudukan g, 84,84
Kependudukan | berdosarkan  perjanjian
kerjn samma
2. | Tercapainya Keserasian | Persentase keserasion dan |
dan Akurasi database | akurasi database o a0
kependudukan | kependudukan |
| |
Neo KEGIATAN lﬁt’ Sumber !
1. | Penyelenggaraan pengelolaan 3589.258.000 APBD-P Kota
informnsi administrasi kependudukan Pangkal Pinang
- . TA 2025
TOTAL 389.258.000
= Pangkal Pinang, September 2025
PIHAK AMA
« B.Ag

NIP 196807091994121002

Pembina/ IV a
NIF 197210092000032002



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG
TRIWULAN | TAHUN 2025

WILAI IR Muvmm:mmmmn
T RESPONDEN
JUBLAH 1 400 orang

JEMIS KELAMIN : L = 208 arang | P=152 orang
PEMDIDIKAN  : 50 =1 omng

87.02|  iT

5% =10 arang
Periods Survel = 01 Januarl 2025 a.d 11 Maret 2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPEREAIK) DAN MENINGKATKAN RUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARARAT

_Pangkal Pinang. 31 Maret 2025
- Kepali Dinas kan dan
Pencatutan Sipl) ¥ata Plaang,

Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG
TRIWULAN Il TAHUN 2025

NILAI KM MAMA LAYANAN : ADMINISTRAS| KEPENDUDLIAN
HESPOMDEN |
JUMLAH : 400 ormng

JEMIS KELANIN : L =210 grang | P= 180 orang
PENDIDIKAN 8D =T orang

SLTP = 18 orang
B SLTA =215 omang

51 =W orang
52 =9 orang
Periode Survel =01 April 2028 s.d 30 Junl 202%

TERIMAKASIH ATAS FENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAMN
MASLIKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATIAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Pangkal Finang, 30 Juni 20258
. Mepala Dinas Kependudukan dan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG

TRIWULAN Il TAHUN 2025

NILAI M HAMA LAYANAMN | ADMINIS TRA S| KEPENDUDUMAN
RESPONDEN
SUMLAN 1 400 ormng

JENIS RELAMIN - L = 188 arwng { P= 211 omang

PENDIDHHAN 5D =10 orang
SLTP =22 arang

87.8 —

DHl = 36 erang

81 =92 osrang

5 =5 omng
Perlode Survel = 01 Jull 2028 s.d 30 Seplamber 2025

TERIMAKASIH ATAS PEMILAIAN YANG TELAH ANDA HERIKAN
MASLHAN ANMDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT WKAM AGAR TERUS
MEMPERBAIKI AN MENINGHATKAN KUALITAS PELAYANAN DAGI MASYARAKAT

Pangkal Plnding, 30 September 1025
Kepatz Dinay Rependudukan dan
Pencatatan Pleamg,

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(= R ] BOELEAT ] o | @ b Bt g

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT { TKM )
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKAL PINANG

TRIWULAN IV TAHUN 2025

WILAI IKM MAMA LAYANAN : ADMINISTRAS] KEPENDUDUKAN

RESPONDEN
JUMLAH : 400 orang
JENIS KELAMIN :L=207orang /P = 193 arang
PENDIDIKAN : 5D : 6 orang
89.05 & &
[ SLTA : 233 orang
D1,02,03,04 : 17 orang

51 : 122 orang
52 Keatas  ;6omng

PERIDDE + 01-10-2025 s/d 31-12-2025

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASLIKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KaMI
AGAR TERLIS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALTTAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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